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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, 

notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat 

pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan 

umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Kedudukan Notaris 

sangat penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan 

jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk 

hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.  

Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, maka dari itu profesi 

Notaris adalah suatu profesi mulia (officium nobile), disebut officium nobile 

karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan 

dengan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris bahwaNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini. 

 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 
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akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dalam profesi sesungguhnya 

merupakan pejabat Negara yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat 

pembuktian tertulis mempunyai sifat otentik,
1
yang mana akta tersebut terang 

dan jelas, terang artinya akta tersebut bersih dalam hal ketikannya tidak 

banyak coret-coretan, sedangkan jelas disini dapat dibaca dan dipahami oleh 

kedua belah pihak, serta seimbang antara kedua belah pihak yang berjanji. 

Tugas dan wewenang notaris dan PPAT erat hubungannya dengan 

perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan 

jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan juga ketetapan 

tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian 

hukum.
2
 

Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, 

karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja 

menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, 

dan bukti yang disediakan tidak lain berupa tulisan, bukti tulisan yang sangat 

berharga untuk pembuktian, yaitu dinamakan akta. Akta adalah suatu tulisan 

                                                                 
1
R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), 

Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7. 

2
Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32. 
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yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada 

suatu peristiwa dan ditanda tangani.
3
 

Salah satu akta yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa 

adalah yang dinamakan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pengertian akta otentik yaitu, suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 

akta dibuatnya. Keberadaan akta otentik di Indonesia pada saat ini disebabkan 

karena ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan adanya alat bukti 

di persidangan. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan 

permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu untuk sah nya 

persetujuan diperlukan 4 syarat:
4
 

a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Objek/hal yang tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

 

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat 

sempurna karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, 

yaitu
5
: 

                                                                 
3
R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 48. 

4
R.Subekti, R Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya 

Paramita, Jakarta, hlm. 475. 

5
Habib Adjie, 2008, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm.26-27. 
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1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang 

merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan 

keabsahannya sebagai akta otentik; 

2. Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan 

kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-

betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para 

pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris; 

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) yang 

merupakan kepastian tentang materi suatu akta. 

 

Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
6
 

1. Surat biasa, 

2. Akta otentik, dan 

3. Akta dibawah tangan. 

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

Sedangkan alat bukti menurut Pasal 284 R.Bg/164 H.I.R adalah: 

1. Surat; 

2. Saksi; 

3. Persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah. 

 

                                                                 
6
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Kekuatan pembuktian diatas akan mengalami pengujian apabila 

telahberada pada proses pengadilan, yaitu memberikan keyakinan pada hakim 

atas kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan 

demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam 

persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Hakim atau 

pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang 

ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak 

atau lebih yang terlibat dalam persengketaan.
7
 

Salah satu dasar keputusan hakim dalam menjalankan tugasnya adalah 

hasil pemeriksaan terhadap dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil 

manakah yang tidak benar yang diajukan oleh pihak-pihak yang 

bersengketa.Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh 

undang-undang dinamakan alat bukti.Dengan alat bukti ini maka masing-

masing pihak dapat berusaha membuktikan pendiriannya yang dikemukakan 

pada hakim untuk memutuskan perkara mereka. 

Melihat seringnya terjadi kasus perselisihan terkait jual beli tanah, 

dimana sering terjadi perselisihan yang menimbulkan kerugian pada salah 

satu pihak sehingga memunculkan gugatan yang diajukan ke pengadilan demi 

mencari keadilan. Seperti pada kasus yang terjadi di kota Padang dalam 

perkara No.192/Pdt.G/2013/PN.Pdg terdapat permasalahan yaitu sebidang 

tanah dijual oleh H. Nyaman dan dibayar lunas oleh penggugat yang 

berinisial SU pada tanggal 9 Maret 1996. Kemudian tanah tersebut oleh 

                                                                 
7
R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, hlm. 78. 
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penggugat telah diajukan pemecahan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang. 

Penggugat bersedia menjual 2 bidang tanah seharga Rp.40.000.000,- kepada 

Tergugat I yang berinisial RT dan RA keduanya suami-istri yang mana 

Tergugat I baru bisa membayar sebanyak Rp.15.000.000,-. Sehingga sisanya 

Rp.25.000.000,- akan dibayar pada tanggal 4 Mei 1996. Seiring dibuat dan 

ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, penggugat 

juga menandatangani Akta Jual Beli Kosong di kantor Notaris Tergugat II 

yang berinisial HF dengan menitipkan Sertifikat Hak Milik No. 3083 di 

kantor Tergugat II. 

Hingga jatuh tempo yang telah dijanjikan, Tergugat I tidak dapat 

membayar sisa pembayaran tanah sebesar Rp.25.000.000,- sehingga Tergugat 

II tidak dapat melakukan pemecahan. Atas persoalan ini, kemudian Tergugat 

I.b (RA) sepakat membuat kesepakatan baru yaitu membatalkan blanko Akta 

Jual Beli Kosong yang pernah penggugat tandatangani. Sebagaimana dalam 

Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2000 yang dilegalisasi oleh Notaris Tergugat 

III berinisial ES, bahwa uang yang telah diterima oleh penggugat dari 

tergugat I sepakat dan setuju untuk dikembalikan oleh penggugat kepada 

Tergugat I sebesar Rp.33.000.000,-.  

Penggugatmengembalikan uang sebesar Rp.33.000.000,- kepada 

Tergugat I.Tetapi menurut Tergugat III, Tergugat I tidak mau menerima 

pengembalian uang dari penggugat. Penggugat kemudian menitipkan 

pengembalian uang tersebut melalui Pengadilan Negeri Padang, ternyata 

setelah Juru Sita Pengadilan Negeri Padang bertemu Tergugat I pada tanggal 
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23 April 2008, Tergugat I tetap tidak mau mengambil pengembalian uang 

tersebut dengan alasan bahwa tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum 

dengan penggugat melainkan dengan H.Nyaman.Atas permintaan Panitera 

Pengadilan Negeri Padang, uang titipan tersebut dikembalikan kepada 

penggugat. 

Akibatnya sertipikat Hak Milik No.6340 milik penggugat tertahan pada 

Tergugat III,padahal perjanjian jual beli yang pernah dibuat dengan Tergugat 

II sudah tidak berlaku.Begitu juga dengan Blanko Akta Jual Beli Kosong 

yang telah ditandatangai juga tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum 

karena tidak ada perbuatan jual beli.Akibatnya penggugat sangat dirugikan 

karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena akta tanah milik 

penggugat sendiri karena sertifikatnya tertahan pada Tergugat III. 

Berdasarkan penjelasan kasus diatas terdapat permasalahan yaitu 

mengenai wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam 

kasus ini pihak tergugat I tidak memenuhi kewajibannya, yaitu dia tidak 

melunasi hutangnya yang sebelumnya sudah dijelaskan didalam surat 

pengakuan hutang tanggal 1 April 1996 yang dibuat bersama penggugat I, 

dan tergugat I tidak mau menerima pengembalian uang yang diberikan oleh 

penggugat. 

Semua perjanjian baik perjanjian yang bernama maupun yang tidak 

bernama harus dibuat secara “sah” artinya harus sesuai dengan aturan hukum 

dan bersifat mengikat,
8
 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 
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KUHPerdata, yaitu : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa 

tersebut.” 

Dikaitkan dengan beban pembuktian pada dasarnya akta notaris/PPAT 

berfungsi sebagai salah satu akta otentik yang menyatakan semua perbuatan, 

persetujuan, dan ketetapan yang nilainya sangat penting dan berguna untuk 

mendukung proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebagai alat bukti 

akta notaris/PPAT berguna sekali untuk menganalisis berbagai hal yang 

tercakup dalam persetujuan dan ketetapan yang dalam proses pemeriksaan 

perkara di pengadilan serta dapat memberikan dasar-dasar pertimbangan 

formal yang otentik bagi para pihak.Namun jika akta otentik tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka akta 

otentik sebagai alat bukti tersebut batal demi hukum dan akibatnya dapat 

merugikan para pihak. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis termotivasi untuk 

meneliti dan menulis lebih mendalam dan mengangkat hal mengenai 

kedudukan akta notaris dalam permasalahan diatas serta kewenangan hakim 

terhadap akta notaris tersebut dalam tesis yang berjudul “AKIBAT HUKUM 

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus: 

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya perkara Nomor 

192/Pdt.G/2013/PN.Pdg? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 

192/Pdt.G/2013/PN.Pdg? 

3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah bagi 

para pihak? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahuilatarbelakang timbulnya perkara Nomor 

192/Pdt.G/2013/PN.Pdg. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 

192/Pdt.G/2013/PN.Pdg. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah 

bagi para pihak. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritismaupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan 

penulis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis: 
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a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan 

penulis baik dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang 

hukum kenotariatan secara khususnya. 

b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum 

secara teoritis khususnya bagi hukum kenotariatan, yang berkaitan 

dengan perjanjian jual beli tanah. 

c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui 

dan mendalami tentang hukum kenotariatan, yang berkaitan dengan 

perjanjian jual beli tanah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai perjanjian jual beli tanah. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

kaum akademisi dalam pengetahuan mengenai perjanjian jual beli 

tanah. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik yang hampir 

relatif sama yang ingin diteliti oleh penulis diatas, namun belum ada yang 

mengkaji persoalan tentang Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli 

Tanah (Studi Kasus: Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg), oleh karena 

itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya. Adapun penelitian tersebut 

adalah tesis yang ditulis oleh Reni Yulianti yang berjudul Penyelesaian 
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Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli/ PPJB (dalam perkara 

Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.PBR). Adapun permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana Kedudukan Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli/ PPJB (dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.PBR)? 

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli/ PPJB (dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.PBR)? 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

a. Teori Perjanjian 

BerdasarkanPasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. 

Sebagai salah satu syarat sah suatu perjanjian, kesepakatan 

memegang peran penting dalam proses membuat suatu perjanjian. 

Ada beberapa teori dalam suatu perjanjian, yaitu: 

1.)  Teori Kehendak (wils theorie) 

Dalam teori kehendak faktor yang menentukan suatu 

perjanjian adalah kehendak.Meskipun demikian tidak dapat 

dipisahkan antara kehendak dan pernyataan.Oleh karena itu 

setiap kehendak harus dinyatakan dan dengan demikian 

hubungan alamiah antara kehendak dengan pernyataan 

terwujud.jika pernyataan dari seseorang tidak sesuai dengan 

keinginannya, tidak terbentuk perjanjian, untuk terbentuknya 
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perjanjian kehendak harus dinyatakan.Sebaliknya tidaklah 

mungkin ada pernyataan tanpa didahului kehendak untuk 

membentuk perjanjian.
9
 

2.)  Teori Pernyataan (verklaringstheorie) 

Teori pernyataan ini menyatakan bahwa pembentukan 

kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang (innerlijke 

proces), karenanya pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa 

yang sebenarnya berlangsung dalam benak seseorang. 

Konsekuensi logis darinya ialah bahwa suatu kehendak yang 

tidak dapat dikenali oleh pihak luar tidak mungkin menjadi 

dasar terbentuknya perjanjian. 

Perjanjian terjadi semata-mata karena adanya pernyataan 

dari masing-masing pihak, dengan kata lain jika pernyataan 

ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya atau maksud dari 

pihak yang menyatakan, hal itu tidak menghalangi terjadinya 

perjanjian.  

Teori pernyataan lahir sebagai jawaban dari kelemahan teori 

kehendak, namun teori ini juga mempunyai kelemahan karena 

hanya berfokus pada pernyataan seseorang bukan pada 

kehendak seeorang, sehingga akan menimbulkan kerugian 

apabila tidak ada kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. 
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3.)  Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie) 

Teori ini beranjak dari teori pernyataan tetapi yang 

diperlunak.Menurut teori ini tidak semua pernyataan dapat 

menimbulkan perjanjian. Pernyataan akan menimbulkan 

perjanjian apabila sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat 

tertentu yang menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang 

dinyatakan merupakan hal yang disampaikan sesuai dengan 

keadaan tertentu yang menimbulkan perjanjian. Terbentuknya 

suatu perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan 

yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan 

yang diungkapkan.
10

 

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara sukarela 

dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. 

Pembatalan perjanjian suatu perjanjian dapat dibatalkan 

oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal 

demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak 

biasanya terjadi karena : 
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Ibid.,hlm. 79. 
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1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut 

tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan 

atau tidak dapat diperbaiki. 

2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak 

kedua mengalami kebangkrutan atau secara finansial 

tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan. 

4. Terlibat hukum. 

5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan atau wewenang 

dalam melaksanakan perjanjian. 

Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena 

undang-undang. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subjek 

hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan 

negosiasi dengan pihak lain, itikad baik yang sudah mendapat 

kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian dan ditaati oleh kedua 

belah pihak. 

Adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi demi 

terwujudnya persetujuan yang sah : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 
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4. Suatu sebab yang tidak dilarang. 

Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif, 

sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. 

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama dan kedua, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan tidak 

terpenuhinya unsur ketiga dan keempat, maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum. 

Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena 

perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua dan jamak. 

Perjanjian adalah perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya 

diisyarakatkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih, 

jadi merupakan persetujuan. Keharusan adanya kata sepakat 

dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas 

konsensualisme. Asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan 

perikatan yang timbul karena sudah dilahirkan sejak detik 

tercapainya kata sepakat. 

Dalam praktek para pihak sering disebut sebagai debitur dan 

kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban 

mengembalikan, menyerahkan atau melakukan sesuatu, atau 

tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang 

berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut 

sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. 

Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu 

perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Yang 
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dimaksud causa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab 

yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan 

suatu barang, maka barang yang diserahkan itu halal. Jika causa 

nya palsu maka persetujuannya itu tidak mempunyai kekuatan. 

Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-

undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari 

peraturan perundang-undangan yang menyebabkankerugian 

sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. 

b. Teori Kewenangan  

Kata kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.  

Pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan 

HB, adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek 

hukum publik dalam hukum publik”.  

Menurut pendapat Ateng Syafrudin,
11

 ada perbedaan antara 

pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan 

antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang 

(competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 

diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya 

mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. 

                                                                 
11

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22. 
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Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden).Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, 

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 

membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

c. Teori Kepastian Hukum  

Menurut Kalsen, Hukum Adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das 

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang 

harus di lakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia 

yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertigkah laku dalam 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu 

maupun dalam hubungan nya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
12

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, 

                                                                 
12

 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 158. 
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dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.
13

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan 

konsep-konsep yang akan diteliti. Defenisi konsep dan tujuan istilah yang 

digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi apa yang akan 

diteliti. Defenisi dari istilah-istilah sehubungan dengan judul yang 

diangkat. 

a. Notaris/PPAT 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalamUndang-Undang ini. Sedangkan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) adalah, berdasarkanPasal 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

                                                                 
13

 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm 23. 
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tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun. 

b. Perjanjian  

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
14

 

c. Akta  

Istilah tentang akta yangberasal dari bahasa Belanda, akta 

merupakan “acte”. Adapun pengertian akta ada dua pendapat. 

Pendapat pertama akta adalah surat. Pendapat ini dianut A.Ptilo yang 

mengartikan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, diperbuat 

untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, 

untuk keperluan siapa surat dibuat.
15

 

d. Jual Beli 

Jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang 

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, 

yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan 

atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, 

                                                                 
14

Subekti, (b), 2010, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 9. 

15
Dedi Supriyadi, 2013, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik, Pustaka Setia,Bandung, 

hlm.55. 
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sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain membayar harga yang 

telah disetujuinya.
16

 

e. Tanah 

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. 

Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan 

bumi, yang berbatas, berdimensi dua, dengan ukuran panjang dan 

lebar.
17

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum Yuridis 

Empiris, yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan 

aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-

Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

dan Kode Etik PPAT berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas 

tentang kekuatan akta notaris dengan melihat norma-norma hukum yang 

berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang 

ada di lapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal didaerah tertentu dan pada 

                                                                 
16

H.P. Panggabean, 2010, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk 

Pembatalan Perjanjian, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta, hlm. 16. 

17
Budi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembetukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djembatan, Jakarta, hlm. 18. 
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saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif analitis yangbertujuan memaparkan hasil 

penelitian yang sedetail mungkin tentang permasalahan diatas, serta 

kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian 

yang dipergunakan.Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak 

jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah diteliti.Secara 

umum jenis data yang dugunakan berasal dari data primer dan atau data 

sekunder.
18

 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari hasil 

penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris, yang 

dilakukan dengan wawancara atau interview. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari 

responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri 

dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang 
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 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 106. 
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berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun 

peraturan yang digunakan adalah : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

b) HIR(Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG(Rechtreglement 

voor de Buitengewesten). 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Pokok-Pokok Agraria. 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan      

atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

f) Kode Etik Notaris/PPAT. 

g) Putusan Pengadilan NegeriNomor: 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan 

hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, 

diantaranya : 

a) Buku-buku yang berkaitan 

b) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya 

c) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur 

 yang dipakai. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)
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3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti berasal dari 

Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek 

penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-

dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas 

perkaramaupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan 

dengan objek penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap-muka (face to 

face) langsung dengan Notaris di kota Padang. Teknik wawancara 

yang digunakan bersifat semi terstruktur (structure interview), yaitu 

disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat 

daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas 

terhadap orang yang diwawancara. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 
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a. Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 

tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada 

pokoknya terdiri dari langkahsebagai berikut, yaitu Editing, yakni 

pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan 

yangbertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin 

ditemukan dan memperbaikinya.Editing juga bertujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.
19

 

b. Analisis Data 

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun 

data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisis data dengan 

caramenganalisis, menafsirkan, menarikkesimpulan dan 

menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. 
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